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Pendahuluan

Kesehatan jiwa merupakan komponen integral
dan esensial dari kesehatan. WHO menyatakan
bahwa kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera di
mana individu menyadari kemampuannya sendiri,
dapat mengatasi tekanan hidup yang normal,
dapat bekerja secara produktif dan mampu
memberikan kontribusi kepada komunitasnya
(World Health Organisation, 2018).

Masalah kesehatan jiwa di Indonesia cukup kompleks.
Riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan bahwa
prevalensi gangguan jiwa berat psikosis mencapai 0,18%,
depresi 6,1%, dan gangguan mental emosional 9,8%
(Idaiani et al., 2019). Orang dengan masalah kesehatan
jiwa sering mengalami pelanggaran berat hak asasi
manusia seperti pasung, diskriminasi, dan stigma
(World Health Organisation, 2021). Gangguan jiwa berat
menurunkan produktivitas pasien dan akhirnya
menimbulkan beban biaya besar yang dapat membebani
keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Gangguan jiwa
menyumbang 4,9% dari total Disability Adjusted Life
Years (DALYs) dan 14,4% dari total YLDs (Ayuningtyas et
al., 2018; Institute for Health Metrics and Evaluation,
2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan
pengakuan akan peran penting kesehatan mental dalam
mencapai tujuan pembangunan global, seperti
dimasukkannya kesehatan mental dalam SDGs, tujuan
ke-3 target keempat, yaitu pada tahun 2030 mengurangi
hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit
tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan,
serta meningkatkan kesehatan mental dan
kesejahteraan

Pada tahun 2019, WHO meluncurkan WHO Special
Initiative for Mental Health (2019-2023): Universal
Health Coverage for Mental Health untuk memastikan
akses ke perawatan yang berkualitas dan terjangkau.

World Health Assembly (WHA) ke-66, yang terdiri dari
Menteri Kesehatan dari 194 negara anggota,
mencanangkan WHO's Comprehensive Mental Health
Action Plan 2013-2020 pada Mei 2013. Pada tahun 2019,
rencana aksi tersebut diperpanjang hingga 2030 oleh
WHA ke-72. Kemudian pada tahun 2021, WHA ke-74
mengesahkan pembaruan. Rencana Aksi Kesehatan
Mental Komprehensif 2013-2030 yang diperbarui ini
menetapkan tindakan yang jelas untuk Negara-negara
Anggota, Sekretariat WHO dan mitra internasional,
regional dan nasional untuk mempromosikan kesehatan
jiwa dan kesejahteraan bagi semua, mencegah masalah
kesehatan jiwa bagi mereka yang berisiko dan untuk
mencapai cakupan universal bagi layanan kesehatan
jiwa.

Objective Statements

Penanganan gangguan jiwa saat ini telah mengalami
perubahan fundamental dari pendekatan klinis-
individual menjadi produktif-sosial sesuai dengan
berkembangnya konsep kesehatan jiwa komunitas.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
406/Menkes/SKNI12009 tentang Pedoman Pelayanan
Kesehatan Jiwa Komunitas. (Kementerian Kesehatan R,
2009). Dalam rangka memperkuat layanan kesehatan
komunitas, pemerintah Indonesia perlu
mengoptimalkan peran puskesmas, kader kesehatan,
dan meningkatkan kerjasama lintas sektoral.
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Identifikasi Masalah Layanan Kesehatan Jiwa Komunitas

A. Belum semua puskesmas di Indonesia
menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
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Gambar 1. Indikator Cakupan Kabupaten /Kota Memiliki
Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa

Sumber: Direktorat Jenderal P2P,2019

Gambar 1 menunjukkan lebih dari 25% Propinsi di
Indonesia yang belum menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa dan capaian indikator baru mencapai
48% (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
RI,2019).

B. Tidak adanya sinkronisasi data antara Rumah
Sakit Jiwa dengan Puskesmas

Penanggung jawab program kesehatan jiwa
menyatakan bahwa tidak ada koordinasi antara perawat
rumah sakit jiwa dengan perawat puskesmas. Perawat
jiwa puskesmas melakukan penelusuran penderita
gangguan jiwa dengan bantuan kader, bidan wilayah,
maupun perangkat desa setempat. Puskesmas
mengidentifikasi pasien putus obat berdasarkan
ketidakhadiran pasien/keluarga dengan gangguan jiwa
ke Puskesmas untuk meminta rujukan BPJS ke RSJ.

C. Jumlah perawat yang memegang program
kesehatan jiwa di Puskesmas tidak sebanding dengan
jumlah penderita gangguan jiwa di wilayah kerjanya.

Tugas  pelaksanaan program  jiwa  di
Puskesmas dilakukan oleh tenaga kesehatan atau
penanggung jawab program jiwa yang mempunyai
berbagai tugas lain (rangkap tugas). menentukan

Upaya kesehatan jiwa vyang dilaksanakan tidak
dijalankan secara tersendiri, tetapi merupakan
kerja tim dan adanya keterkaitan dengan program-
program upaya kesehatan lainnya. Jumlah perawat yang
bertugas di area jiwa sebanyak 2,67 per 100.000
penduduk (Idaiani & Riyadi, 2018).

D. Belum optimalnya peran kader kesehatan jiwa
diberbagai wilayah

Belum semua puskesmas di Indonesia mempunyai
kader kesehatan jiwa. Di beberapa daerah peran kader
kesehatan jiwa juga belum optimal. Peran yang
dijalankan terbatas pada deteksi dini gangguan jiwa
(belum maksimal), memantau kekambuhan gangguan
jiwa dan berkoordinasi dengan penanggung jawab
kesehatan jiwa untuk rujukan ke RSJ jika ada pasien yang
kambuh. Peran kader kesehatan jiwa sangat
menentukan kualitas layanan kesehatan jiwa mengingat
banyaknya sasaran dan terbatasnya tenaga kesehatan
jiwa Puskesmas.

E. Penderita gangguan jiwa di komunitas masih
banyak yang belum mendapatkan pengobatan secara
teratur.
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Gambar 2. Cakupan Indikator Penderita Gangguan Jiwa Mendapatkan

Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan
Sumber: Dashboard Indikator Keluarga Sehat per 4 Juli 2019

Gambar 2 menunjukkan bahwa cakupan indikator
yang dicapai Indonesia masih terbilang rendah, yaitu
38% (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan
RI,2019).

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan kepada Kementerian
KesehatanRI:

1. Perlu membuat peraturan bahwa semua
puskesmas wajib menyelenggarakan upaya kesehatan
jiwa dengan memenuhi cakupan indikator yang telah
ditetapkan.

2.Segera membuat kebijakan untuk
mensinkronkan data penderita gangguan jiwa di RSJ
dengan data di puskesmas tempat tinggal pasien. Hal ini
berguna untuk menjamin kontinuitas perawatan pasien.

3. Perlu membuat pilot project untuk menyusun
kebijakan mengenai perubahan system kerja puskesmas
yang semula metode fungsional (satu nakes memegang
satu atau beberapa program dan hanya berfokus pada
program tersebut) menjadi metode tim atau penugasan
berdasarkan wilayah kerja yang bertanggung jawab atas
semua upaya promotif preventif di wilayah tersebut
selain menjadi ketua program tertentu.

Rekomendasi kebijakan kepada DPRRI:

1. Perlu menyusun kebijakan untuk meningkatkan
anggaran layanan kesehatan jiwa di komunitas,
termasuk kader kesehatan jiwa untuk kesinambungan
program kesehatan jiwa komunitas

2. Perlu menyusun kebijakan mengenai anggaran
bantuan sosial bagi penderita gangguan jiwa berat,
terkait ketidakmampuan mereka dalam hal mencukupi
kebutuhan hidup.
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